BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING

Menimbang: a.

Mengingat

.o
—

DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan Pasal 4 Ayat
(1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring
dan Evaluasi Hibah Serta Bantuan Sosial;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Mojokerto
Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan

Sosial.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daecrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3298);

.Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Kesejahteraan Soaial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Menetapkan:

-”.-

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATUTAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan pada Bab II Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta

monitoring dan Evaluasi hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2013 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. Memiliki kepengurusan yang jelas ;



b. Kelompok Masayarakat tersebut terbentuk sekurang-kurangnya 2
tahun ;

c. Legalitas pembetukan Kelompok Masyarakat ditetapkan dengan Akte
Notaris dan atau Keputusan Kepala Desa ;

d. Kelompok Masyarakat mempunyai Sekretariat Tetap dan berdomisili
di wilayah yang bersangkutan ;

e. Mempunyai aktivitas kegiatan nyata dibidang (Perekonomian,
Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Adat Istiadat dan Olah Raga Non
Profesional) ;

f. Pemberian Hibah benar-benar dapat bermanfaat bagi pemenuhan
kebutuhan masyarakat ;

g. Kegiatan utama yang dikembangkan dapat berdampak pada
bertumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Aqushg  2ol4.

BUPATI MOJOKERTO

A

MUSTOFA M ASA
Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal \4  foushg  se\u .

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT OJOKERTO
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BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR



